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 ABSTRAK 
 
 
 
Sewa-menyewa merupakan suatu aktifitas manusia satu dengan yang lain sama-
sama saling membantu atau saling tolong-menolong. Artinya adanya saling 
membutuhkan antara penyewa dan yang menyewakan. Sewa-menyewa 
mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu: 1. Dua pihak yang melakukan akad, 2. 
Adanya kerelaan kedua belah pihak, 3. Upah atau imbalan, 4. Objek sewa-
menyewa, 5. Barang yang diakadkan ada di tangan. Dengan adanya aturan-aturan 
tersebut, maka untuk melakukan aktifitas sewa-menyewa masyarakat harus 
menjalankan sesuai dengan peraturan yang disyari‟atkan. Secara realita praktek 
yang dilakukan masyarakat cukup berkembang dan menguntungkan, tetapi disisi 
lain juga merugikan salah satu pihak karena spekulasi hasil. Sedangkan dalam 
Hukum Islam akad yang diadakan harus ada ketentuan dan ukuran yang jelas pada 
awal terjadi akad dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak sehingga 
menimbulkan perselisihan dikemudian hari diantara keduanya. 
Adapun rumusan masalah dalam skripsi adalah: Bagaimana praktek sewa-
menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan  yang terjadi di Pekon Sidomulyo 
Kecamatan Airnaningan, Tanggamus, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam 
Tentang sewa-menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan yang terjadi di 
Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus. Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah praktek sewa-menyewa pohon pepaya 
dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus 
dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa 
pohon pepaya dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan 
Airnaningan, Tanggamus. 
Dalam memperoleh data, metode yang digunakan yaitu: Jenis penelitian, 
penelitian lapangan (Field Research), Sifat penelitian deskriptif analisis, Sumber 
data, yaitu data primer dan skunder, Populasi dan sampel dengan jumlah populasi 
10 orang dan sampel nya 10 orang, Metode pengumpulan data, yaitu wawancara, 
metode observasi, metode dokumentasi. Metode pengumpulan data yaitu editing 
dan sistematis, Analisis data, menggunakan metode analisis kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian, Praktek sewa-menyewa pohon pepaya diPekon 
sidomulyo Kec. Airananingan, Tanggamus berkembang sangat baik dan 
berlangsung sudah bertahun-tahun dan dapat dikemukakan bahwa praktek sewa-
menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan 
Airnaningan, Tanggamus tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak 
memenuhi beberapa syarat-syarat sewa-menyewa pada umumnya. Oleh karena itu 
praktek sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo Kecamatan 
Airnaningan, Tanggamus bersifat Gharar yang dilarang dalam Islam.  
 
 
 MOTTO 
 
                        
               َهللا     
     .  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
(Q.S. An-Nisa : (4): 29).  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 1Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Bandung : CV Diponegoro, 2005). 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Penegasan Judul 
Sebagai Kerangka awal untuk menghindari kesalah pahaman 
pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka secara singkat terlebih 
dahulu akan menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dari judul ini. 
Adapun judul yang dibahas adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Sewa-menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan (Studi di Pekon 
Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus). Judul tersebut terdiri 
dari istilah pokok, yaitu sebagai berikut: 
- Tinjauan, adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah 
meneyelidiki, mempelajari, dsb). Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata 
dasar “tinjau” yang berarti: melihat, menengok, memeriksa, mempelajari 
dengan cermat, menduga, mengintai.
2
 
- Hukum Islam, adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan 
kehidupan berdasarkan Al-Qur‟an dan hadits.3 Yang bersumber dari dan 
menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai 
beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadang 
kala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya.
4
 
                                                             
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 
Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
3
Ngainim Naim, Sejarah Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009) 
h.16  
4
Ali Muhammad Daud, Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia, 
(JakartaPT Raja Grafindo Persada,  2009), h. 42.  
  Hukum Islam Menurut Guru Besar Universitas Indonesia Haliman, 
ialah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum 
yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan 
kepada umat Islam untuk mematuhi sebaik-baiknya, baik dalam hubungan 
dengan Allah (habluminallah) maupun dengan manusia lainnya 
(habluminannas) adalah syari‟ah atau lengkapnya syari‟ah Islamiyah yang 
dalam bahasa Indonesia lazim disebut syari‟ah Islam.5 Hukum Islam 
menurut Bunyana Sholihin secara istilah adalah ungkapan bahasa hukum 
yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang 
tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.
6
 
- Sewa-menyewa, menurut bahasa (etimologi), berarti Al-‘iwadl yang 
artinya ganti dan upah (imbalan). Menurut istilah (terminologi), sewa-
menyewa mengandung beberapa pengertian (pendapat): 
1. Menurut ulama Hanafiyah, sewa-menyewa adalah: akad untuk 
memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari 
suatu zat yang disewa dengan imbalan. 
2. Menurut ulama Malkiyah, sewa-menyewa adalah: nama bagi akad-akad 
untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawai dan untuk sebagian yang 
dapat dipindahkan. 
3. Menurut syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, sewa-menyewa 
adalah: akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi 
dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. 
                                                             
5
Amnawaty, Wati Rahmi Ria, Hukum dan Hukum Islam, (Bandar Lampung: Universitas 
Lampung, 2008), h. 7  
6
Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam, (Yogyakarta: Kreasi Total Medi, 2016),  h. 1. 
 4. Menurut Habsi Ash-Shiddiqie, sewa-menyewa adalah: akad yang 
objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan 
manfaat dengan imbalan, yaitu sama dengan menjual manfaat. 
Beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa sewa-menyewa 
adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk 
diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh 
orang yang menyewakan dan orang yang menerima barang itu harus 
memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang 
atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.
7
 
- Pohon, yang menjadi objek penelitian ini adalah pohon pepaya dengan 
pepaya jenis “california”. 8 
- Sistem tahunan yang terjadi di Pekon Sidomulyo adalah sistem penyewaan 
pohon pepaya dengan jangka waktu 1-3 tahun. Sedangkan menurut 
pendapat lain, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling 
berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
9
 
Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah di atas maka 
dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah 
Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Pohon Pepaya Dengan 
Sistem Tahunan yang dilaksanakan di Pekon Sidomulyo kecamatan 
Airnaningan, Tanggamus. 
                                                             
7Kumedi Ja‟far, Hukum perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet, 
2016),h 133  
 
8
Sobir, Ph.D, Sukses bertanam pepaya unggul kualitas supermarket, (Semarang : 
Agromedia, 2010), h 27 .  
9
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, edisi ke 
empat,(Jakarta:  Gramedia Pusaka Utama, 2008), h. 224. 
 B. Alasan Memilih Judul  
Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga terdorong untuk membahas 
masalah ini dalam bentuk skripsi, antara lain: 
1. Secara Objektif 
a. Sewa-menyewa seakan menjadi solusi bagi para petani dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama pada masyarakat di 
Pekon Sidomulyo. 
b. Sewa-menyewa dalam usaha memiliki dasar hukum yang 
mengaturnya, sehingga perlu dikaji dasar hukum sewa-menyewa 
pohon pepaya dengan sistem tahunan jika ditinjau menurut hukum 
Islam. 
2. Secara Subjektif 
a. Pembahasanya sesuai dengan bidang studi yang ditekuni untuk 
menambah wahana keilmuan dan permasalahan ini sangat 
memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena banyak literaur 
yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang ditekuni peniliti. 
b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 
 
 
 
 C.Latar Belakang Masalah 
Islam sebagai agama Allah SWT yang telah disempurnakan, 
memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, 
induvidu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam 
keseimbangan dan kebandingan.
10
 
Di dalam kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman 
atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. 
Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan 
perekonomian dikemudian hari. Untuk bidang perekonomian, Islam 
memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik 
yang terdapat di dalam Al-qur‟an maupun sunnah Rasulullah SAW.11 
Dalam perekonomian Islam salah satu bentuk kegiatan manusia 
dalam lapangan muamalah ialah ijarah. Menurut bahasa, ijarah berarti upah 
atau ganti atau imbalan. Kata Ijarah didapatkan dalam kitab-kitab fiqh 
sedangkan dalam terjemahannya ijarah ialah “sewa-menyewa”.12 Dapat 
diartikan sebagai memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain 
untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama 
oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima sewaan, dimana 
orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai 
bayaran atas penggunaan manfaat barang.
13
 
                                                             
10
Suhrawardi K Lubis, Farid Wadji, Hukum Ekonomi Islam, Ed. 1. Cet. 2, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014) , h. 4. 
11
Ibid, h. 5.  
12
Karim Helmi, Fiqh Muamalah, Ed. 1. Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), h. 29. 
13
Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Lampung: IAIN Raden, 2015), h. 
178. 
 Sewa-menyewa disyari‟atkan berdasarkan Al-qur‟an dan sunnah, 
ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong-menolong. 
Menurut firman Allah, yang menjadi landasan dari ijarah adalah sebagai 
berikut: 
                       
                           
               . 
 
  Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan.(QS. Az-Zukhruf (43): 32).  14  
Dalam sewa-menyewa ada syarat yang telah ditentukan dan harus 
dipenuhi. Syarat dalam akad sewa-menyewa (ijarah) ada tiga rukun umum. 
Pertama adalah sigah (ucapan) yang terdiri dari tawaran (ijab) dan penerima 
(qabul). Kedua adalah pihak yang berakad, yang terdiri dari pihak yang 
memberi sewa (mu‟ajir) serta penyewa (musta‟jir). Ketiga adalah obyek 
kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan mafaat dari penggunaan 
aset.
15
 
Dalam syariat perniagaan, Islam mengajarkan agar senantiasa 
membangun perniagaan diatas kejelasan. Kejelasan dalam harga, obyek, dan 
akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar menjauhkan akad 
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h. 390 
15Muhammad Syafii Antonio, Bank Syari‟ah Wacana Ulama dan Cendikiawan, cet.1 
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 perniagaan yang kita jalin dari segala yang bersifat untung-untungan, atau 
yang disebut dalam bahasa arab gharar. Karena yang mengandung unsur 
gharar sangat rentan menimbulkan persengketaan dan permusuhan juga 
dapat merugikan orang lain.
16
 
Tidak dapat dipungkiri bahwasanya transaksi sewa-menyewa sudah 
biasa dilakukan dimasyarakat. Seperti yang terjadi di Pekon Sidomulyo 
Kecamatan Airnaningan, Tanggamus yang mana sebagian besar 
masyarakatnya adalah petani dan mereka mempraktekan sewa-menyewa 
dengan pohon pepaya sebagai objeknya. Pohon pepaya merupakan 
komoditas tanaman utama yang menjadi ladang masyarakat mencari rezeki, 
dan tidak semua masyarakat di Pekon Sidomulyo mempunyai lahan yang 
ditanami pohon pepaya. 
Di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus sewa-
menyewa tanaman dilaksanakan dengan jangka waktu 1-3 tahun lamanya. 
Proses pembayaranya dilakukan diawal setelah ada kesepakatan antara 
pihak pemilik lahan dan pihak penyewa. Dalam hal ini pemilik pohon tidak 
bertanggung jawab untuk memelihara tanamannya apabila dalam jangka 
waktu sewa tanaman tidak berbuah atau gagal panen, maka pihak penyewa 
akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad. 
Akan tetapi apabila dalam jangka waktu sewa tersebut ternyata harga buah 
                                                             
16
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(Fakultas Syaria‟ah UIN Sunan Kalijaga,2003), h. 3  
 hasil tanaman mengalami kenaikan maka pihak yang menyewakan 
mengalami kerugian.
17
 
Sifat sewa-menyewa tanaman yang spekulatif/ketidakpastian seperti 
ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Maka penelitian ini akan 
difokuskan pada masalah sewa-menyewa tanaman pohon pepaya yang 
terjadi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus dalam 
bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem 
Tahunan” (Studi Di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, 
Tanggamus). 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan diatas maka dirumuskan beberapa 
rumusan masalah yaitu:  
1. Bagaimana Praktek Sewa-menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem 
Tahunan yang terjadi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, 
Tanggamus? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Pohon 
Pepaya dengan Sistem Tahunan yang terjadi di Pekon Sidomulyo 
Kecamatan Airnaningan, Tanggamus? 
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 E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menelaah pelaksanaan sewa-menyewa pohon pepaya dengan 
sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecmatan Airananingan, 
Tanggamus. 
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam tentang sewa-menyewa 
pohon pepaya dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan 
Airnaningan, Tanggamus. 
F. Manfaat penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan 
pencerahaan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam, 
Khususnya mengenai masalah sewa-menyewa. 
2. Penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk masyarakat di Pekon 
Sidomulyo dalam melihat sistem bermuamalah mereka apakah sudah 
jelas dengan tuntutann agama Islam atau belum. 
G. Metode Penelitian 
Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal 
yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan skripsi 
ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut ini: 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
Dalam hal ini  realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi 
unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan 
dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang 
 keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial 
tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa 
induvidu, kelompok, institusi atau masyarakat.
18
 
Adapun yang menjadi subyek penelitian di sini adalah praktek 
sewa-menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan di Pekon 
Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus. 
2. Sifat Penelitian  
Sedangkan untuk sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif 
analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari 
atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 
prediksi. Penelitian deskriptif menitik beratkan pada observasi dan 
setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya 
membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan 
tidak memanipulasi variabel. 
3. Sumber Data Penelitian 
Sesuai  dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian 
ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, 
yaitu : 
a. Data Primer 
Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, 
jajak pendapat dari induvidu atau kelompok (orang) maupun hasil 
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 observasi dari Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, 
Tanggamus sebagai tempat penelitian dan pelaksanaannya 
penelitian tersebut. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti melalui media perantara atau secara tidak 
langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau 
arsip- arsip.  
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-
satuan atau induvidu-induvidu yang karakteristiknya hendak diduga 
atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek 
induvidu yang dimiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang 
akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu 
masyarakat khususnya pemilik lahan pepaya dan pihak penyewa.  
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil atau populasi yang akan 
diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya 
diselidiki, jumlah elemen-elemen populasinya. Dalam menggunakan 
sampel ini dipergunakan tekhnik-tekhnik non-random sampling yaitu 
tidak semua populasi diberi hak yang sama untuk dijadikan anggota 
sampel, sampel penelitin ini dan saya mempunyai pertimbangan, 
bahwa sampel itu sudah cukup mewakili yang lain. 
 Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasinya kurang dari 
100 maka sampel diambil semuanya (sampel total). Jika populasi 
lebih dari 100 maka diambil 10%-13% atau 20%-25%. Berdasarkan 
pendapat diatas maka semua populasi diambil untuk dijadikan 
sampel, hal tersebut dikarenakan populasinya kurang dari 100. 
Sampel tersebut terdiri dari 5 pihak penyewa dan 5 pemilik kebun, 
jadi total sampel tersebut ialah 10 orang. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal 
yang percakapan nya memerlukan kemampuan merespon untuk 
merespon buah pikiran serta perannya dengan tepat.
19
 Wawancara 
dianggap efektif karena interview dapat bertatap muka langsung 
dengan responded untuk menanyakan prihal pribadi responden 
fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi responden dan 
bahkan saran-saran responden. 
b. Metode observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 
mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan 
pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang 
ada pada objek penelitian.
20
 
Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan 
pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan 
menggunakan mata tanpa pertolongan standar lain untuk keperluan 
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 tersebut.
21
 Observasi yang dilakukan dengan mengamati praktik 
sewa-menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan dalam 
masyarakat. 
c. Metode dokumentasi adalah untuk melengkapi data yang 
diperoleh, diperlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang 
berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan, 
surat-surat resmi. 
6. Metode Pengolahan Data 
a. Editing adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 
lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah. 
b. Sistematis adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika 
bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data 
kelompokkan secara sistematis yaitu yang sudh diedit dan diberi 
tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.
22
 
7. Analisis Data  
Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah 
menganalisa data dan mengambil skesimpulan dari data yang telah 
terkumpul. Menggunakan Metode deskriptif analisis kualitatif dengan 
cara bertahap dan berlapis dalam penelitian yang disesuaikan dengan 
kajian penelitian, yaitu praktik sewa-menyewa pohon pepaya dengan 
sistem tahunan menurut Tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji 
menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori sewa-
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 menyewa atau Al-ijarah. Maksudnya adalah bahwa analisis ini 
bertujuan untuk mengetahui tentang sewa-menyewa pohon pepaya 
dengan sistem tahunan. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum 
Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai sistem 
sewa-menyewa atau Al-ijarah dan objeknya yaitu lahan pertanian 
dalam tinjauan hukum Islam. 
Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir 
deduktif . Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum 
atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau 
fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.
23
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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
A. Pengertian Aqad (Al-aqdu) Dalam Islam 
Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam mengenai sebuah 
akad sewa-menyewa maka yang paling utama yang harus kita ketahui 
terlebih dahulu adalah definisi mengenai akad itu sendiri, karena sewa-
menyewa atau ijarah adalah merupakan salah satu yang ada dalam 
muamalah Secara bahasa akad berasal dari bahasa arab yaitu, Uqud jamak 
dari aqd adalah yang artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan 
atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.
24
 
Menurut pendapat ulama Syafi‟iyah, Malkiyah dan Hanabilah, akad 
adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan 
sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang 
pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, 
sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.
25
 
Menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut: 
a. Menurut Muhammad Aziz Hakim akad adalah gabungan atau 
penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah 
sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dar pihak pertama, 
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 sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan 
oleh pihak pertama.
26
 
b. Menurut Ghufron A. Mas‟adi akad adalah menghimpun atau 
mengumpulkan dua ujung talidan mengikatkan salah satu pada yang 
lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali 
yang satu dan kokoh.
27
 
c. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy akad adalah perikatan antara ijab dengan 
qabul secara dibenarkan syara‟ yang menetapkan keridhaan kedua belah 
pihak.
28
 
d. Menurut Zainal Abdulhaq akad adalah membuat suatu ikatan atau 
kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua 
(pembeli) terhadappembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan 
oleh ketentuan hukum syar‟i.29 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa 
akad adalah suatu ikatan atau kesepkatan yang mengunci antara pihak 
pertama dan pihak kedua terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh 
syar‟i yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek, dan ijab qabul. 
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 Dasar Hukum Akad yaitu, Surat Al-Maidah ayat 1: 
   َ َ   َ َ  ََ ََ   َ   َ َ
َ َ  َ َ ََ َ  ََََهللاَ ََ  َ 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. 
Al-Maidah (5): 1). .30 
B. Rukun dan Syarat Akad 
1. Rukun-rukun Akad 
Menurut Hasbi Ash- Shiddieqy, rukun akad ialah ijab dan qabul,
31
 
dinamakan shiqhatul aqdi, sedangkan rukun akad yang lain, bahwa akad 
memiliki tiga rukun, yakni : 
a. Aqid (orang yang berakad). 
b. Ma’qud Alaih (sesuatu yang di akadkan) 
c. Shigat Al-Aqd (Ijab dan qabul).32 
 
2. Syarat-syarat akad 
Adaupun syarat-syarat akad secara umum adalah: 
a. Kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli. 
b. Yang dijadikan obyek akad dapat menerim hukum akad. 
c. Akad itu diizinkan oleh syara‟ dilakukan oleh orang yang mempunyai 
hak melakukannya dan melaksanakan, walaupun bukan si aqid sendiri. 
d. Janganlah akad itu yang dilarang syara‟. 
e. Akad itu memberikan faedah. 
f. Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. 
g. Bertemu di majelis akad. 
h. Berakhirnya akad.33 
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 C. Macam-macam Akad 
Macam-macam akad dalam fiqh sangat beragam, tergantung dari 
aspek mana melihatnya. Seperti disebutkan menurut urutannya adalah sebagai 
berikut: 
1. Al-Ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas pembayaran atau jasa, 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan. 
2. Al-Istisna, adalah bentuk kedua dari model jual beli dimana barang atau 
komoditas ditransaksikan sebelum barang atau komoditas tersebut ada 
wujudnya. 
3. Al-Bai, adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk 
memiliki. 
4. Al-Kafalah, adalah jaminan yng diberikan oleh penanggung kepada pihak 
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 
5. Al-Hiwalah, adalah memindahkan hutang dari tanggungan pertama kepada 
tanggungan kedua. 
6. Al-Wakalah, adalah pelimpahan kekuasaan oleh sesorang sebagai pihak 
pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang 
diwakilkan. 
7. Al-Mudarabah, adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak 
dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepad pengelola 
dengan suatu perjanjian di awal.  
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 8. Al-Rahn, adalah menahan salah satu harta miliksi peminjam atas pinjaman 
yang diterimanya atau dapat juga disebut gadai. 
9. Al-Muzara’ah, adalah menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada 
sawah dan ladang itu dengan menjanjikan upahan sebagian dari hasil tanah 
itu. 
10. Al-Wadi’ah, adalah titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, yang 
harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. 
Menurut Muhammad Firdaus NH. Bahwa akad-akad syariah dilihat 
dari sisi ekonomi dengan urutan sebagai berikut:
34
 
a. Al-Mudarabah, adalah bentuk kerja sama antar dua atau lebih pihak 
dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola 
dengan suatu perjanjian di awal. 
b. Al-Salam, adalah suatu upaya mempertukarkan suatu nilai (uang) sekarang 
dengan suatu barang tertentu yang masih berada dalam perlindungan 
pemiliknya dan akan diserhakan kemudian. 
c. Al-Istisna,  adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam 
kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta 
dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. 
d. Al-Ijarah, adalah transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu 
barang atau jasa melalui sewa / upah dalam waktu tertentu tanpa adanya 
pemindah hak atas barang tersebut. 
e. Al-Musyarakah, adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau 
kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing 
pihak akan memberikan kontribusi dana, dengan memiliki kesepakatan 
bahwa keuntungan dan resiko ditanggung oleh bersama.  
f. Al-Qardh, adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan 
bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu 
yang telah disepakati.  
g. Al-Kafalah, adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak 
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 
h. Al-wakalah, adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak 
pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang 
diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu 
sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. 
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 i. Hawalah, adalah pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang 
kepada orang yang menanggung hutang tersebut. 
j. Al-Wadi’ah, adalah sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang 
lain, baik induvidu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan 
dikembalikan kapan saja penitip mengehendakinya. 
k. Dhaman, adalah suatu ikrar atau lafadz yang disampaikan berupa 
perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang. 
l. Rahn, adalah menahan salah satu harta miik si peminjam atas pinjaman 
yang diterimanya atau dapat juga disebut sebagai gadai. secara sederhana 
dapat dijelaskan bahwa rahn adalah jaminan hutang atau gadai. 
 
D. Sah dan Batalnya Akad 
1. Akad sah 
Syarat-syarat keabsahan untuk menyempurnakan rukun dan syarat 
terbentuknya akad maka diperlukan tambahan. Setelah rukun akad 
terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad 
terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah 
jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-
rukun akad, yaitu:
35
 
a. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika 
pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad 
dianggap fasid.  
b. Penyerahan objek tidak menimbulkan mudharat. 
c. Bebas dari gharar, adalah tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh 
para pihak yang berakad. 
d. Bebas dari riba 
Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan sah tidaknya 
sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat 
                                                             
35Syafe‟i Rachmat, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.32. 
 tersebut meskipun rukun syarat ini sudah terpenuhi, akad tidak sah dan 
disebut akad fasid. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi 
rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat 
keabsahannya. 
Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut 
terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksudkan 
tidak terpenuhi. Maka kebatalan dan keabshan akad menjadi sesuai 
dengan sejauh mana rukun dan syarat itu terpenuhi. 
2. Akad Batil (Batal) 
Kata “batil” dalam bahasa indonesia berasal dari kata Arab bathil , 
yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada subtansi dan 
hakikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinatakan batil berarti 
batal, sia-sia, tidak benar dan batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-
sia.36 Jadi dalam Kamus Besar tersebut, batil dan batal sama artinya. 
Ahli-ahli Hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat 
sebagi “akad yang secara syara‟ tidak sah pokok dan sifatnya”.37 Yang 
dimaksud dengan akad yang pokonya tidak memenuhi ketentuan syara‟ 
dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun 
dan syarat terbentuknya, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila 
salah satu dari rukun dan syarat terbentuknyaakad tersebut tidak terpenuhi, 
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 maka akad tersebut akad batil yang tidak ada wujudnya, apabila pokonya 
tidak sah otomatis tidak sah sifatnya. 
Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan 
syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:
38
 
a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar‟i (tidak pernah 
dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum 
apapun. Misalnya anak kecil yang melakukan akad atau orang yang 
tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda tidak berharga 
dalam pandangan syara‟ seperti narkoba atau benda mubah yang tidak 
bertuan. 
b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib 
dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum 
dilaksanakan akad batil tersebut. Misalnya barang yang telah diterima 
oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan harga wajib 
dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai 
diganti nilainya apabila objek bersangkutan adalah benda nilai dan 
kembalikan yang sama apabila objek bersangkutan adalah benda. 
c. Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin 
misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang 
sebenarnya tidak ada syar‟i dan juga karena pembenaran hanya berlaku 
terhadap akad maukuf. Contohnya akad orang tidak waras tidak dapat 
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 dibenarkan dengan adanya ratifikasi pengampunya karena akad 
tersebut sejak semula tidak sah. 
d. Akad batil tidak perlu di fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad 
ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Misalnya seperti 
pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan 
penjual dan penjual berhadapan kepada pembeli.  
e. Ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku terhadap kebatalan. 
Misalnya penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada pembeli, 
kemudian lewat waktu puluhan tahun, dimana pembeli menggugat 
kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut maka penjual dapat 
berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya karena tidak ada 
lewat waktu terhadapa kebatalan. 
3. Akad fasid  
Kata “fasid” berasal dari kata Arab merupakan kata sifat yang 
berarti rusak. Kata bendanya adalah fasad dan mafsadah yang berarti 
kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan fasid adalah 
suatu yang rusak, busuk (perbuatan,pekerjaan,isi hati).
39
Akad fasid 
menurut ahli-ahli hukum Hanafi, adalah akad yang menurut syarat sah 
pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan dengan aka batil adalah 
bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. 
Yang dimaksud pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat 
terbentuknya akad, dan yang dimaksud sifat adalah syarat-syarat 
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 terbentuknya akad, dan yang dimaksud sifat adalah syarat-syarat 
keabsahan yang telah disebitkan terdahulu. Jadi singkatnya akad batil 
adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat 
pembentukan akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah 
memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak 
memenuhi syarat keabsahan akad.   
Mayoritas ahli Hukum Islam Maliki, syafi‟i dan Hambali tidak 
membeda-bedakan antara akad batil dan akan fasid. Keduanya sama-sama 
merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah karena tidak 
menimbulkan akibat hukum apapun.
40
 Hukum akad fasid yaitu sebelum 
dilaksanakan (sebelum penyerahan objek) yaitu akad fasid pada asasnya 
tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak dapat diratifikasi, dapat pula 
mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dan wajib 
difasakhkan. 
4. Akad Mauquf 
Kata maukuf diambil dari kata Arab, Mauquf  yang berarti terhenti, 
tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata maukif yang 
berarti tempat perhentian sementara. Bahkan satu akar kata dengan 
“wakaf” . Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak 
hukum si pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk 
kepentingan umum guna diambil manfaatnya. 
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5. Akad Nafis Ghair Lazim  
Nafis adalah kata Arab yang belum pernah terserap ke dalam bahsa 
Indonesia dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus, ada 
hubungannya dengan kata tanfidz yang sudah sering dipakai dalam bahasa 
Indonesia dan berarti pelaksanaan, tanfidziah berarti eksekutif.  
Akad nafidz adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau 
dilaksanakan akibat hukumnya, sedangkan ghair lazam adalah akad yang 
tidak mengikat penuh. Jadi akad Nafidz ghair lazim akad yang telah 
memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, 
namun akad itu trebuka untuk di-fasakh secara sepihak karena masing-
masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena 
memang sifat asli akad itu.
41
 
E. Berakhirnya Akad  
Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang berakad ini terjadi 
karena sesudah adanya akad. Tidak mungkin terjadi berakhir atau putusannya 
akad sebelum terjadinya akad. Akad yang batal adalah akad yang sama sekali 
tidak putus, akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan 
kehendak ataupun tidak. Apabila akad itu diwujud kan dengan kemauan 
                                                             
41
Syamsul Anwar, Op. Cit, h.256 
 sendiri dinamakan fasakh dan apabila akad rusak disebabkan sesuatu yang 
tidak kita kehendaki dinamakan infasakh.
42
 
Menurut ulama fiqih akad dapat berakhir apabila: 
1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang 
waktu. 
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 
mengikat. 
3. Dalam akad yang bersifat mengikat suatu akad bisa dianggap berakhir 
jika: 
a. Fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat 
tidak terpenuhi.  
b. Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib atau yang lainnya. 
c. Akad itu dilaksanakan salah satu pihak. 
d. Tercapainnya tujuan akad itu secara sempurna. 
e. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 
Dalam hubungan ini ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua 
akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang 
melaksanakan akad. Akad yang biasa berakhir karena wafatnya salah 
satu pihak yang berakad diantaranya adalah akad upah mengupah atau 
sewa-menyewa, ar-rahn, al-kafalah dan lain sebagainya.
43
 
B. Sewa-Menyewa (Ijarah) 
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 1. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-menyewa  
Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “Al- Ijarah”, 
berasal dari kata “Al-Ajru” menurut bahasa artinya adalah “Al-Iwadh”. 
Dalam bahasa Indonesia di artikan ganti dan upah.
44
 Dalam Kamus Umum 
Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan 
membayar uang.
45
 
Ijarah adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan 
imbalan jasa. Menurut fikih Islam berarti memberikan sesuatu untuk 
disewakan dan menurut Sayyid Sabiq, Ijarah adalah suatu jenis akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi hakikatnya ijarah adalah 
penjualan manfaat.
46
 Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti 
rumah untuk ditempati atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Terkadang 
berbentuk karya seperti karya seorang insinyur pekerja bangunan, tukan 
tenun, tukang pewarna dan penjahit. Terkadang manfaat itu berbagai kerja 
pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga. Pemilik yang menyewakan 
manfaat disebut Mu’ajir, pihak lain yang memberikan sewa disebut 
Musta’jir dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut 
Ma’jur (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat 
disebut Ajran atau Ujah (upah). Manakala akad sewa-menyewa telah 
berlangsung penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Sedangkan orang 
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 menyewakan berhak pula mengambil upah karena akad ini adalah 
mu’awadhah (pengganti).47 
Dalam fatwa Dewan Syari‟ah Nasional (DSN), ijarah adalah akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa di ikuti dengan 
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut istilah 
Bank Indonesia, ijarah adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang 
atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan 
imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.
48
 Sedangkan 
menurut istilah ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain 
adalah sebagai berikut: 
a. Menurut Ulama Hanafiyah ijarah ialah akad untuk membolehkan 
pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang 
disewakan dengan imbalan.
49
 
b. Menurut Ulama Malikiyah ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk 
kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat 
dipindahkan.
50
 
c. Menurut Ulama Syafi‟iyah ijarah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang 
mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau 
kebolehan dengan pengganti tertentu.
51
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 Jumhur Ulama berpendapat bahwa sewa-menyewa atau ijarah 
adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya 
bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon 
untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk 
diambil airnya dan lain sebagainya, sebab semua itu bukan manfaatnya 
tetapi bendanya.
52
 
Berdasarkan nash-nash di atas para ulama ijma‟ berpendapat 
tentang kebolehan ijarah. Karena manusia senantiasa membutuhkan 
manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Ijarah adalah salah satu 
bentuk aktifitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang 
tidak mampu memnuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-
menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna 
untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah 
satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. Ijarah 
merupakan bentuk mu‟amalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu 
Syariat Islam melegalisasi keberadaanya. Konsep Ijarah merupakan 
manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan 
dalam kehidupan manusia. 
Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah, mempunyai pengertian 
yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah 
terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi ijarah merupakan transaksi 
terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut 
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 dengan sewa-menyewa. Ijarah juga mencangkup transaksi terhadap suatu 
pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yag disebut juga dengan upah-
mengupah.
53
 
Dilihat dari jenis ijarah dalam hukum Islam ada dua yaitu: 
1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan 
jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak 
yang memperkerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja disebut ajir 
upah yang dibayarkan disebut ujrah.  
2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu 
memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu 
kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip 
dengan leasing (sewa) dibisnis konvensional. Pihak yang menyewa 
(lessee) disebut musta‟jir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut 
mu’jir/muajir sedangkan biaya sewa disebut ujrah.54 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijarah adalah akad 
pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran 
upah sewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (ownership) 
atas barang itu sendiri.
55
 
Sewa-menyewa disyari‟atkan berdasarkan Al-Quran dan 
Hadis. 
a) Dasar Hukum sewa-menyewa dalam Al-Quran. 
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Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas 
sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih 
baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf (43):32) َ56  
 
b) Hadis 
Adapun dasar hukum sewa-menyewa dalam hadis: 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu, dari Nabi Shallahu 
„alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Allah Ta‟ala berfirman. 
َهلهثََِةهمَاهيِقْلاَهمْوه يَُوُتْمهصهخَُوهمْصهخَُتْنَُك ْنهمهوَِةهمَاهيِقْلاَهمْوه يَْمُهُمْصهخَاهنهاٌَةهش
َُونههثََ هلهَك هاهفَ اًّرُحَ هعاهبَ ٌلُجهرهوَ، هرهدهخَ َّمُشَبَِىهطْعهاَ ٌلُجهرَ هرهجَهاهتْساَ ٌلُجهرهوَ،
َهاَُوْنِمَ هفَْوه تْسَاهفَ.ًايرِجََهرْجهاَِوِفْو ُيَْ هلَهو.ُه
 57َ
Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat; 
(1) seseorang yang memberikan janji kepada ku lalu ia 
mengkhianati (2) seseorang yang menjual orang merdeka lalu 
memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja lalu 
ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya. 
c) Ijma 
Dasar hukum ijarah adalah ijma‟. Umat Islam pada masa 
sahabat telah ber-ijma‟ bahwa ijarah diperbolehkan sebab 
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 bermanfaat bagi manusia, semua ulama sepakat dan tidak ada 
seorang ulama yang membantah kesepakatan ijma‟ ini, sekalipun 
ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi 
hal itu tak dianggap.
58
 Tiga dasar hukum yaitu Al-Qur‟an dan 
Hadist di atas maka hukum diperbolehkannya sewa-menyewa 
sangat kuat karena kedua dasar hukum tersebut merupakan sumber  
hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar diatas, kiranya dapat 
dipahami bahwa sewa-menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, 
karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada 
keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu manusia antara satu 
dengan yang lain terikat dan saling membutuhkan dan sewa-
menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang 
membutuhkan manusia dalam kehidupan. 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) 
Berdasarkan KUHP BAB 7 bagian ke satu nomor 1547, 
sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang 
lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan 
dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut 
belakangan itu disanggupi pembayaran. 
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 2. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa 
a. Rukun Sewa-menyewa (ijarah) 
Sebagai sebuah transaksi umum sewa-menyewa baru dianggap 
sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagimana yang 
berlaku secara umum dalam transaksi lain. Menurut jumur Ulama rukun 
sewa-menyewa ada empat macam yaitu: 
1) Dua pihak yang melakukan akad 
Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewa disebut 
dengan Mu’jir sedangkan orang yang menyewakan disebut Musta’jir. 
Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang 
cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk 
dapat membedakan yang baik dan yang buruk serta dewasa.
59
 Ijarah 
juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan 
sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
60
 
2) Adanya akad (Ijab dan Qobul) 
Akad menurut bahasa berasal dari bahasa arab “Al-aqdu” yang 
berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan, sedangkan menurut 
istilah akad adalah menyambung, mengikat atau mempertemukan. 
Tindakan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui 
ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara yang lain. Yaitu pihak 
yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lain menyatakan 
pula kehendaknya sebagai tanggapan terhadap kehendak pihak 
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 pertama. Pernyataan kehendak dinamakan Ijab dan pernyataan 
kehendak kedua sebagai jawaban terhadap pernyataan kehendak yang 
pertama dinamakan Qobul. Pernyataan kehendak dalam bentuk Ijab 
dan Qobul  inilah yang menjadi rukun akad menurut Hukum Islam, 
dan disebut juga sighat akad atau formulasi akad.
61
 Karena akad 
adalah suatu perikatan antara Ijab dan Qobul oleh orang yang 
sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz/baligh yang 
menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan. 
3) Ujrah (imbalan/Upah) 
Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang 
tersebut disebut dengan Ujrah. Pihak penyewa dan pihak yang 
menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana 
antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya Ujrah diberikan 
pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli dan 
sewa-menyewa. 
Para Ulama telah menetapkan syarat Ujrah sebagai berikut: 
a) Berupa harta yang tetap dan dapat diketahui jika ujrah tersebut 
berupa tanggungan maka Ijrah harus disebutkan ketika akad dan 
kedua belah pihak mengetahui jenis ukuran dan sifat ujrah tersebut. 
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 b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari Ijarah, seperti upah 
sewa-menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah 
tersebut.
62
 
4) Objek manfaat Sewa-menyewa 
Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah 
mengupah, harus memenuhi syarat berikut: 
a) Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dapat 
dimanfaatkan kegunannya. 
b) Hendaknya benda yang menjadi objek akad sewa-menyewa dapat 
diserahkan kepada penyewa beserta kegunaannya. 
c) Manfaat dan benda yang disewakan adalah perkara yag mubah (boleh) 
menurut syara‟ bukan hal yang dilarang. 
d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang 
ditentukan menurut perjanjian dalam akad 
b. Syarat Sewa-menyewa (ijarah) 
Masing-masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan 
syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. 
Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat 
membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat-syarat yang dimaksud 
dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (syuruth al-in’iqad).63 
Macam-macam syarat yang dimaksud, yaitu: 
1. Dua pihak yang melakukan akad 
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 Syarat bagi pihak yang melakukan akad adalah telah baligh dan 
berakal (menurut mazhab Syafi‟i dan Hambali). Dengan demikian 
apabila pihak yang berakad belum atau tidak berkal seperti anak kecil 
dan orang gila yang menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai 
buruh maka akadnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari mazhab 
Hanafi dan Malik yang menyatakan bahwa orang yang mwlakukan 
akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang mumayyiz 
boleh berakad sewa-menyewa dengan ketentuan telah mendapat 
persetuuan walinya.
64
 
Dalam sewa-menyewa tidak boleh ada unsur paksaan, namun 
harus merupakan keinginan sendri, selain itu juga sewa-menyewa itu 
hendaklah dilakukan dengan dasar suka sama suka antara kedua belah 
pihak. Dengan demikian akad tidak sah apabila ada paksaan dan bukan 
dasar keinginannya. 
2. Adanya kerelaan kedua belah pihak 
Masing-masing pihak menyatakan kerelaanya untuk melakukan 
perjanjian sewa-menyewa, kalau didalam perjanjian sewa-menyewa 
terdapat unsur paksaan akad tidak sah.
65
 
Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 
yang berbunyi: 
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                      
                  
َهللا       . 
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4):29) 
66 
Dapat dipahami dari ayat diatas bahwa dalam melaksanakan 
sewa-menyewa, pihak yang melakukanya harus berdasarkan kerelaan 
hati tanpa adanya paksaan pihak lain. 
3. Upah/ Imbalan 
Upah dalam akad sewa-menyewa harus jelas, tertentu dan 
sesuatu yang bernilai harta, hal ini dimaksudkan untuk menghindari 
terjadinya perselisihan dikemudian hari. Dalam fiqh sunnah disebutkan 
bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang 
jelas, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-
cirinya. Karena merupakan pembayaran harga manfaat.
67
 
4. Objek Sewa 
Objek sewa-menyewa adalah benda yng menyebabkan 
perjanjian sewa menyewa terjadi. Perjanjian sewa-menyewa dianggap 
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 sah jika jasayang menjadi objek sewa memenuhi syarat yang ditetapkan 
yaitu: 
a) Kondisi barang bersih  
Kondisi barang bersih berarti bahwa barang yang akan 
dipersewakan bukan benda bernajis atau benda yang diharamkan.
68
 
b) Dapat dimanfaatkan  
Berarti pemanfaatan benda bukan untuk kebutuhan konsumsi 
tapi nilai benda tidak berkurang (permanen). 
c) Milik orang yang melakukan akad 
Milik orang yang melakukan akad berarti bahwa orang yang 
melakukan perjanjian sewa-menyewa atas sesuatu barang adalah 
pemilik sah atau mendapat izin pemiik barang tersebut. 
d) Mampu menyerahkan  
Mampu menyerahkan berarti bahwa pihak yang menyewakan 
dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek sewa-menyewa 
sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu 
penyerahan barang pada penyewa. 
e) Mengetahui  
Mengetahui berarti melihat sendiri keadaan barang baik 
tampilan maupun kekurangan yang ada. Pembayaran kedua belah 
pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka 
waktu pembayaran. 
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 f) Barang yang diakadkan ada di tangan 
Perjanjian sewa-menyewa atas suatu barang yang belum 
ditangan (tidak berada dalam penguasaan pihak yang 
mempersewakan) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah 
rusak atau tidak dapat diserhkan sesuai perjanjian. 
Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara 
langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu para ulama sepakat 
menyatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak boeh 
diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya apabila 
sesorang menyewa rumah maka langsung ia terima kuncinya dan 
langsung boleh dimanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan 
orang lain, maka akad al-ijarah hanya berlaku sejak rumah itu boleh 
diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya 
apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering sehingga membawa 
mudarat bagi penyewa. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat 
menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan 
melanjutkan akad itu atau membatalkannya.
69
 
3. Sifat aqad sewa-menyewa 
Ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa akad sewa-menyewa 
bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak 
apabila terdapat udzur seperti meniggal dunia atau tidak dapat bertindak 
secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad sewa-
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 menyewa bersifat mengikat kecuali ada cacat atau obyek yang disewakan 
tidak dapat dimanfaatkan. 
Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang berakad 
meninggal dunia maka akad sewa-menyewa menjadi batal karena manfaat 
tidak dapat diwariskan kepada ahli waris karena manfaat juga termasuk 
harta.
70
 
Setiap muslim yang melakukan akad dalam bermu‟amalah harus 
mengetahui takaran-takaran dan jumlah nominal barang yang diakadkan 
kemudian sebelum akad berlangsung kedua belah pihak harus melakukan hal-
hal yang secara formal diketahui oleh beberapa saksi. Hal ini untuk 
menghindari peristiwa yang tidak dimungkinkan, seperti salah satu pihak 
kabur atau meninggal dunia. 
Berdasarkan firman Allah SWT, Al-Quran surat Al-Baqarah: 282  
    َ َ َ  َ  َََ َ َ   ََ
  َ َ َ  َََ َ  ََََ
 ََُللاََ    ََ َ  َ َ ََهللاَ   ََ
  َ َ  َ.... 
 
 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
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 Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya...(QS. Al-Baqarah (2): 282).  71  
 
4. Kedudukan Ijarah Dalam Fiqih Muamalah 
Sebagai mahluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan 
dengn orang lain dalam kerangka memenuhi kehidupan hidupnya. 
Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia 
tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang 
lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi 
kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban 
keduanya lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan 
kontrak.
72
 
5. Macam-macam sewa-menyewa 
Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqih membagi akad ijarah 
kepada dua macam yaitu: 
a. Ijarah bil amal, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. 
Ijarah yang bersifat pekerjaan atau jasa ialah dengan cara 
memperkerjakan sesorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut 
para ulama fiqih, ijarah jenis hukumnya dibolehkan apabila jenis 
pkerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik 
dan tukang sepatu. Ijarah seperti terbagi menjadi dua yaitu: 
1) Ijarah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu 
rumah tangga.  
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 2) Ijarah yang bersifat serikat yaitu, sesorang atau sekelompok orang 
yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti 
buruh pabrik dan tukang jahit. 
b. Ijarah bil manfaat, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Ijarah 
yang bersifat manfaat contohnya adalah: 
1) Sewa-menyewa rumah 
2) Sewa-menyewa toko 
3) Sewa-menyewa kendaraan 
4) Sewa-menyewa pakaian 
5) Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain. 
Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan 
manfaat yang dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan maka para 
ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-
menyewa.
73
 
6. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa 
Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, 
dimana kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak boleh 
saling merusaknya, karena jenis perjanjian tersebut termasuk kepada 
perjanjian timbal balik. Bahkan apabila salah satu pihak yang menyewakan 
atau yang menyewa meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak 
akan menjadi hasil selama objek perjanjian sewa-menyewa itu masih tetap 
ada, sebab apabila salah satu pihak meninggal maka kedudukannya dapat 
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 digantikan oleh ahli warisnya baik dari pihak yang menyewakan maupun 
dari pihak yang menyewa. 
Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya 
perjanjian sewa-menyewa adalah: 
a. Terjadinya aib (kecacatan) pada barang sewaan 
Maksudnya pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-
menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak 
penyewa sendiri, misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan 
peruntukannya, barang sewa disalah gunakan dan lain sebagainya. 
Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat memintakan 
pembatalan kepada pihak yang menyewa. 
b. Rusaknya barang yang di sewa 
Maksudnya bahwa, barang yang menjadi objek perjanjian sewa-
menyewa mengalami keusakaan atau rusak sama sekali sehingga tidak 
dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya 
yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah rumah dan 
ternyata rumah ituterbakar habis, maka dalam hal seperti ini pihak yang 
menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak penyewa. 
c. Masa sewa telah habis 
Maksudnya bahwa, masa sewa-menyewa telah diperjanjikan 
sebagaimana yang telah disepkati bersama telah habis, maka dengan 
sendirinya perjanjian sewa-menyewa telah berakhir (batal).
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 d. Hikmah Sewa-menyewa (Ijarah) 
1) Dapat ikut memenuhi hajat yang banyak. 
2) Menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian 
terhadap orang lain. 
3) Dapat menciptakan hubungan silaturahim dan persaudaran antara 
penyewa dan yang menyewakan.
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7. Hal-hal yang berkaitan dengan mengakadkan buah  
Dalam praktek sewa-menyewa tanaman yang menjadi arah akad 
adalah buah dari tanaman, oleh karena itu berikut ini adalah teori-teori 
yang berkenaan dengan mengakadkan buah. 
Dalam hal jual beli buah-buahan disyaratkan agar buah-buahan 
tersebut telah tampak jadinya, sehingga jual beli buah yang belum saatnya 
dipanen dapat menimbulkan spekulasi dan kerugian kedua belah pihak. 
Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist sebagai berikut: 
َهعَْنََهخَِرباََْبَِنََهَعْبَِدَِللاََهقَهلاََه نَههَهرَيَُسَُلوََِللاََهصَّلىَُللاَىََهعَهَلْيَِوََهوَهسَّلَهمََهعَْنََْلاَُمَهحَهلقَاَِةََهوَُ
لَاَهزَا
َه بَهنَِةََهوَْلاَُمَهخَه بَاَهَِرةََهوََهعَْنََه بَْيَِعَلاَهثَهمَِرََهحَّتَه يََْبَُدَهوََهصَهلَهوَوحَهلَُ يََهباَُعََّلاابََِدلَهنيارََهوَ َدلاَْرَهىَِمَ
َِاَْ ناَلَهَعهَرهَاهيا.
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Jabir  bin Abdullah berkata: Rasulullah Shallallu alaihi wasallam 
melarang jual beli muhaqalah dan muzabanah serta mukhabrah, 
melarang jual beli buah hingga kelihatan jelas matangnya, melarang 
jual beli melainkan dengan dinar dan dirham (uang tunai) kecuali 
jual beli araya. (HR. Muslim No.28855).  
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 Muhalaqah diartikan dengan menjual tanaman dengan takaran 
makanan tertentu. Abu Ubaid  mengartikan tanaman dengan takaran 
menjual buah-buahan yang masih ditangkainya. Muzabanah diartikan 
dengan menjual pohon kurma dengan beberapa gantang kurma, ada juga 
yang mengartikan dengan semacam penjualan yang masih gelap dengan 
yang sudah terang yang termasuk dalam jenis ribawi. Mu’awamah ialah 
menjual pohon untuk diambil buahnya dalam waktu bebrapa tahun
77
. 
Berkaitan dengan akad menyewakan tanaman ada beberapa pendapat 
antara lain, menurut madzhab Maliki dan Hambali menyewa pohon untuk 
diambil buahnya dilarang hukumnya. Hal ini terlarang karna mengambil 
manfaat benda, yaitu buah secara sengaja tdak hanya mengikuti karena 
buah merupakan materi tersendiri, bukan merupakan manfaat dan itulah 
menjual benda sebelum terwujudnya.
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 BAB III 
LAPORAN HASIL PENELITIAN 
 
 
A. Gambaran Pekon Sidomulyo 
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pekon Sidomulyo 
Pekon Sidomulyo pada awalnya adalah salah satu wadah 
pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus 
dimana aspirasi masyarakat dalam Wilayah Kesukuan Hidung Kerbau, 
Kesukuan Ogan Dalam, Kesukuan Sidomulyo, Kesukuan Talang 
Bandung telah mengususulkan pemekaran wilayah Pekon sejak 2006 
dan direspon positif oleh Badan Hippun Pemekonan BHP dan Kepala 
Pekon Air Naningan kemudian diterbitkannya persetujuan pemekaran 
Pekon Air Naningan yang ditegaskan dalam Berita Rapat BHP Nomor 
03/BHP/an/V/2007. Tanggal 27 Mei 2007 tentang panitia pelaksanaan 
Pemekaran Pekon Air Naningan.
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Berdasarkan kesepakatan dari wilayah masyarakat, maka 
pekon baru yang akan dibentuk dinamakan “Sidomulyo” yang berarti 
daerah pemukiman penduduk yang mendapat Rahmat oleh Tuhan 
Yang Maha Esa, terdiri atas wilayah kesukuan Hidung Kerbau, 
kesukuan Ogan Dalam, kesukuan Sidomulyo, kesukuan Talang 
Bandung dengan pusat Pemerintahan Pekon di Kesukuan Hidung 
Kerbau. 
Pada bulan Juli 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tanggamus melalui Tim Verifikasi Pembentukan Pekon, telah 
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 melakukan study  lapangan yang secara langsung rombongan dipimpin 
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus dan didampingi oleh 
Tim dari Kecamatan. Pada saat itu muncul usulan dari sekertaris 
Daerah Kabupaten Tanggamus untuk mengganti nama Sidomulyo 
menjadi “Bandung marga dalam” sebagai penggabung dari nama 
kesukuan Talang Bandung, Sidomulyo dan Ogan Dalam, namun 
masyarakat tetap memilih nama Sidomulyo sebagai nama Pekon, 
Kesimpulan dari study lapangan saat itu panitia diminta untuk 
memperbaiki data dan melengkapi berkas administrasi berkenaan 
dengan kepemilikan asset tanah dan persetujuan batas wilayah. Setelah 
mengadakan pemekaran dari Pekon Air Naningan maka pekon 
Sidomulyo mulai membentuk pemerintahan dan memilih pemimpin di 
Pekon Sidomulyo. 
Riwayat kepemimpinan Pekon Sidomulyo: 
a. Pada tanggal 1 Desember 2011-29 Januari 2012 dipimpin oleh 
Bapak Widodo (PJS) 
b. Pada tanggal 1 Januari – 27 Maret 2013 dipimpin oleh Bapak 
Suhardi (PLT) 
c. Pada tanggal 28 Maret – Sekarang dipimpin oleh Bapak Budi 
Suprihatin. 
 
 
 
 2. Visi dan Misi Pekon Sidomulyo 
a. Visi Pekon 
Visi dari Pekon Sidomulyo adalah mewujudkan pemerataan 
pembangunan masyarakat yang berhasil guna dalam bidang 
perkebunan, perdagangan dan pertanian tahun 2020. 
b. Misi Pekon 
Penguatan terhadap sarana dan prasarana di sektor 
pertanian, pembangunan infrastruktur, secara bertahap dan terpadu, 
peningkatan pemahaman dan pengalaman Ilmu Agama bagi 
masyarakat arah kabajikan.
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3. Kondisi Umum Pekon 
a. Demografi 
1) Letak dan Luas Wilayah 
Pekon Sidomulyo  merupakan salah satu dari 10 pekon di 
Wilayah Kecamatan Air Naningan, Pekon Sidomulyo 
mempunyai wilayah seluas 1.750 Hektar. 
2) Iklim  
Iklim pekon Sidomulyo sebagaimana pekon-pekon lain di 
seluruh Indonesia mempunyai musim kemarau dan penghujan, 
hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola 
tanam yang ada di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan 
Kabupaten Tanggamus 
                                                             
80
Profil Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan.   
 3) Batas Wilayah 
a) Sebelah Utara: Berbatasan dengan Pekon Air Naningan dan 
Hutan Lindung 
b) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Pekon Karang Sari dan 
Pekon Air Kubang 
c) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Pekon Sidomulyo 
d) Sebelah Timur: Berbatas dengan Pekon Air Naningan. 
4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 
a. Jumlah Penduduk 
Pekon Sidomulyo mempunyai jumlah penduduk 1.354 
jiwa dengan perincian sebagai berikut: 
Tabel 3 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase % 
1 Laki-laki 622 52,09 
2 Perempuan 572 47,91 
 Jumlah 1.194 100,00 
Sumber: Monografi Desa Sidomulyo 2017 
Dilihat dari jenis kelaminnya jumlah penduduk Pekon 
Sidomulyo terdiri dari 1.354 jiwa, dengan jenis kelamin laiki-
laki 622 jiwa atau sebesar 52,09 % penduduk, dan 572 jiwa atau 
47,91% penduduk berjenis kelamin perempuan. Jadi dapat 
dilihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan 
penduduk perempuan.
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 b. Penduduk Berdasarkan Umur 
Penduduk Pekon Sidomulyo berdasarkan umur dapat kita 
lihat pada tabel berikut: 
Tabel 4 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 
No Umur Jumlah Persentase % 
1 Usia 0 - 17 tahun 498 jiwa 41,71 
2 Usia 18 – 56 tahun 607 jiwa 50,84 
3 Usia 56 tahun keatas 89 jiwa 7,45 
 Jumlah 1.194 Jiwa 100,00 
Sumber : Monografi Desa Sidomulyo 2017 
Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa jumlah penduduk 
berdasarkan umur usia 0- 17 tahun sebanyak 498 jiwa dengan 
41,71 %, usia 18 - 56 tahun sebanyak 607 jiwa dengan jumlah 
persentase 50,84 %, usia 56 tahun ke atas  sebanyak 89 jiwa 
dengan jumlah persentase 7,47 % . Jadi dapat diketahui jumlah 
penduduk Pekon Sidomulyo berdasarkan usian 18 - 56 tahun 
dengan penduduk terbanyak.  
c. Tingkat Pendidikan  
Indikator pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran 
untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu 
daerah. Pendidikan diharapkan akan dapat menambah 
produktifitas penduduk dan pendidikan merupakan salah satu 
aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan 
dalam meningkatkan kualitas hidup. Berikut ini tabel 
berdasarkan tingkat pendidikan: 
 Tabel 5 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase % 
1 Taman Kanak- kanak 18 1,80 
2 SD 97 9,71 
3 SLTP/SMP 748 74,87 
4 SLTA/SMA 128 12,81 
5 D.3 4 0,40 
6 S.1 4 0,40 
 Jumlah  999 100,00 
Sumber: Monografi Pekon Sidomulyo 2016 
Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa sebagian besar 
penduduk Pekon Sidomulyo tamat sekolah Taman Kanak-kanak 
sebanyak 18 atau 1,80 %, SD dengan jumlah 97atau 9,71 %, 
diikuti penduduk yang tamat SLTP/SMP dengan jumlah 748 
atau 74,87% dan SLTA/SMA dengan jumlah 128 atau 12,81 % , 
dan D.3 dengan jumlah 4 atau 0,40 % dan S.1 dengan jumlah 4 
atau 10,40 %. Hal ini menunjukan masih rendahnya tingkat 
kesadaran masyarakat Pekon Sidomulyo terhadap pendidikan 
dan lebih ditingkatkan agar tercipta potensi sumber daya 
manusia yang berkualitas. Dari data yang ada fasilitas 
pendidikan yang ada di Pekon Sidomulyo diantaranya: 1 PAUD, 
dan 1 SD. 
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d. Kondisi Ekonomi  
Mata pencaharian sebagian besar warga Pekon 
Sidomulyo adalah sebagai petani dan buruh petani. Mereka 
mengelola pertanian yang masih mendominasi area wilayah 
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 mereka. Berikut ini jumlah penduduk Pekon Sidomulyo 
berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 6 berikut: 
Tabel 3.6 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase % 
1 Petani 420 63,93 
2 PNS 3 0,46 
3 Pedagang 6 0,91 
4 Buruh Tani 228 34,70 
 Jumlah 657 100,00 
Sumber : Monografi Pekon Sidomulyo 2017 
Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa sebesar 63,93 
% dari penduduk Pekon sidomulyo mata pencaharian sebagai 
petani, sedangkan sebesar 10,46 % sebagai PNS, sebesar 0,91 % 
sebagai pedagang, dan sebesar 34,70 sebagai buruh tani. 
Dari tabel diatas jelas dapat dilihat bahwa 63,93 % atau 
sebagian besar masyarakat Pekon Sidomulyo adalah sebagai 
petani yang mengandalkan pendapatannya dari hasil pertanian 
untuk mencukupi kebutuhan keluarga hal ini sesuai dengan 
topografi Pekon Sidomulyo yang memiliki potensi sumber daya 
ekonomi dibidang pertanian khususnya seperti pertanian 
tanaman pangan padi, cengkeh, cacao, kopi, lada, pepaya dan 
lain sebagainya. Peluang usaha ekonomi di bidang pertanian ini 
akan menciptakan pendapatan bagi masyarakat oleh sebab itu 
pentingnya sumber daya manusia yang berperan aktif dan 
berpengetahuan luas untuk mengembangkan dan mengelola 
 sumber daya alam yang ada di Pekon Sidomulyo sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar.
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B. Pelaksanaan Sewa-menyewa Pohon pepaya dengan sistem tahunan di 
Pekon Sidomulyo. 
 
Sewa-menyewa adalah salah satu bentuk usaha yang memberikan 
manfaat dari suatu benda dengan kompensasi atau imbalan yang telah 
disepakati antara kedua belah pihak, sehingga timbulnya hak dan 
kewajiban, antara kedua belah pihak. 
Pekon Sidomulyo memiliki tanah yang subur dan cocok bagi 
tanaman buah khususnya buah pepaya, sehingga perkebunan pepaya 
banyak terdapat disana dan masyarakat Pekon Sidomulyo memiliki 
kebiasaan praktek sewa-menyewa  pohon pepaya. Sewa-menyewa pohon 
pepaya yang terjadi di Pekon Sidomulyo merupakan suatu akad sewa-
menyewa terhadap manfaat suatu tanaman untuk diambil buahnya dalam 
beberapa musim yang telah ditentukan dan imbalan yang tertentu pula. 
Setelah akad sewa, tanggung jawab pemeliharan pohon berada 
pada penyewa pohon pepaya. Sewa-menyewa pohon pepaya ini biasa 
diadakan pertahun (1-3 tahun), dimana dalam satu bulan pohon pepaya 
bisa panen 4 kali. Uang sewa dibayar di tahun pertama. Harga sewa 
biasanya disamakan dengan harga beli dimusim pertama terjadinya akad, 
jika terjadi suatu hal misal bencana yang mengakibatkan pohon pepaya 
rusak dan berbuah sedikit maka penyewa mengalami kerugian karena 
tidak dapat meminta uang sewa. Namun jika pohon pepaya berbuah lebat 
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 dan harga jual naik maka penyewa mendapat keuntungan dan pemilik 
pohon tidak berhak meminta uang sewa tambahan. 
1. Motivasi Pelaksanaan Sewa-menyewa Tanaman 
Motivasi merupakan hal yang selalu melatarbelakangi setiap 
prilaku manusia. Motivasi ini muncul karena ada hal yang ingin 
diperoleh atau dicapai setelah melakukan sesuatu. Menurut pandangan 
saya motivasi seseorang melakukan praktek sewa-menyewa tersebut 
yaitu antara lain:  
a. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari  
Menurut orang menyewakan, uang hasil sewa tanaman bisa 
ditabung untuk diambil sedikit demi sedikit guna memenuhi 
kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian apabila sewaktu-waktu 
mereka mebutuhkan, mereka akan merasa tenang karena setidaknya 
ada simpanan yang dapat mereka gunakan. 
b. Untuk meningkatkan taraf pendapatan 
Keadaan ekonomi saat ini membuat masyarakat harus berfikir 
keras guna terpenuhi nya segala kebutuhan hajat hidupnya pribadi 
maupun memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dengan 
melakukan praktik sewa-menyewa pohon pepaya setidaknya dapat 
meningkatkan taraf pendapatan, karen paraktik sewa menyewa 
pohon pepaya dapat memperoleh keuntungan yang cukup 
menjanjikan sehingga dapat terpenuhinya segala kebutuhannya 
sehari-hari. 
 c. Sebagai modal usaha 
Wawancara dari Pak Supardi diperoleh hasil bahwa uang 
hasil sewa-menyewa dapat digunakan sebagai modal usaha yang 
lumayan jumlahnya, terutama digunakan sebagai modal pada musim 
tanam. Karena pada umumnya mereka adalah petani, dengan 
menyewakan tanamannya orang yang menyewakan tanaman tidak 
akan kesulitan mencari uang untuk biaya musim tanam yang relatif 
besar. Sebelum mereka mengenal praktek sewa-menyewa tanaman 
mereka mencari modal untuk musim tanam dengan menggadaikan 
barang yang mereka punya atau berhutang dari tetangga.
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Mereka terkadang menemui kendala akibat berbelitnya 
administrasi dalam sistem gadai dipegadaian atau sulitnya mencari 
pinjaman dari tetangga. Selain itu mereka memilih menyewakan 
tanamannya karena terhindar dari pembayaran bunga, tidak seperti 
kalau menggadaikan barang yag mewajibkan adanya bunga.  
d. Untuk biaya sekolah anak  
Berdasarkan wawancara dengan orang yang menyewakan 
yaitu Ibu Jainab, biaya sekolah  yang relatif mahal terutama ditahun 
ajaran baru membuat masyarakat harus benar-benar mempersiapkan 
dana untuk membiayai sekolah anaknya. Salah satu acara yang 
dilakukan adalah dengan cara menyewakan pohon pepaya yang 
mereka miliki sehingga mereka memperoleh uang. Baru kemudian 
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 uang tersebut untuk pembayarangedung sekolah, untuk pembayara 
SPP, serta membeli perlenggkapan sekolah dan lain-lain.
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e. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak  
Sewa-menyewa tanaman menjadi solusi yang paling cepat 
misalnya dalam keadaan darurat. Dari praktek sewa-menyewa pohon 
pepaya dapat memperoleh uang terutama jika tidak ada harta lain 
yang dapat diandalkan kecuali tanaman-tanaman tersebut. Hal ini 
juga didukung dengan proses transaksi yang mudah dan tidak 
berbelit. 
Beberapa motivasi pokok diatas, ada beberapa motivasi lain 
misalnya, untuk modal memperbaiki rumah, untuk menambah 
perabot rumah atau membeli barang-barang yang bersifat tersier 
bahkan ada yang hanya mengikuti tren masyarakat saja. Hal ini 
terutama dilakukan oleh pemilik tanaman yang telah memiliki 
kemapanan perekonomin. 
Motivasi dari penyewa tanaman antara lain sebagai berikut: 
a. Dorongan Sosial  
Dalam keadaan tertentu para penyewa bersedia menyewa 
pohon pepaya karena mereka tidak memiliki lahan untuk di olah. 
Dalam hal ini menguntungkan penyewa dan pihak pemilik lahan 
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 karena pemilik lahan tidak repot untuk mengurus dan memelihara 
lahan pepaya tersebut.
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b. Untuk memperoleh keuntungan  
Dalam kegiatan ekonomi terutama dalam lapangan bisnis, 
keuntungan menjadi motivasi utama bagi para pelakunya, maka 
berlakulah prinsip ekonomi “dengan pengeluaran seminimal 
mungkin, mendapatkan barang semaksimal mungkin”. Artinya 
dengan pengeluaram yang sedikit diusahakan mendapatkan barang 
yang banyak, dengan demikian banyak pula keuntungan yang 
diperoleh. Keuntungan pertama bagi para penyewa tidak harus 
berebut dagangan dengan pembeli lain diawal musim. Selain itu 
praktek sewa-menyewa tanaman cukup mejanjikan bagi mereka 
untuk memperoleh keuntungan jika nasib mereka cukup baik. 
Dengan harga sewa yang telah disepakati diawal musim akad mereka 
berharap dimusim berikutnya terjadi lonjakan kenaikan frekuensi 
buah maupun harga buah tersebut. Selain itu mereka bisa mencari 
keuntungan dengan memanen lebih awal tanaman tersebut disaat 
buah tersebut belum banyak beredar dipasaran, sehingga harga jual 
buah tersebut bisa lebih tinggi.  
Pada dasarnya para penyewa sadar akan kemungkinan besar 
terjadinya kerugian pada pelaksanaan sewa-menyewa pohon pepaya 
ini. Namun bagi mereka untung rugi dalam bisnis adalah hal biasa, 
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 spekulasi membutuhkan keberanian, jika tidak berani bertaruh 
bagaimana bisa mendapatkan untung. Meskipun mereka rugi mereka 
tidak jera karena disaat untung keuntungan yang mereka peroleh 
cukup besar, sehingga dapat menutupi kerugian yang sebelumnya 
mereka alami.
87
  
2. Tahap Penawaran 
Tahap awal dalam proses sewa-menyewa biasanya adanya 
pemilik pohon pepaya yang menawarkan pohon pepayanya. 
Dalam hal ini pemilik pohon, jumlah pohon, jenis buah dan lokasi 
pohon pepaya kepada pihak yang akan menyewa. Kemudian 
penawaran akad sewa-menyewa pohon pepaya tersebut dilakukan 
oleh calon penyewa misalnya dengan harga yang telah disepakati 
maka akan menyewa pohon pepaya selama beberapa tahun sesuai 
kesepakatan. Hal ini seperti yang disampaikan responden 
penyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo, yaitu Bapak 
Riswandi. 
Kebiasan yang terjadi di Pekon Sidomulyo, sewa-
menyewa pohon diadakan oleh pihak-pihak yang sudah mengenal 
satu sama lain atau sudah memiliki kebiasaan bertransaksi 
bersama, dengan demikian orang menyewa pada dasarnya telah 
mengetahui seluk beluknya objek sewa sehingga orang yang 
menyewakan tidak terlalu rumit menjelaskan objek sewanya. 
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 Seperti yang dimaksudkan diatas bahwa dalam tahap ini 
pihak yang menyewa mendatangi pihak yang mempunyai lahan 
pohon pepaya untuk mencari tahu tentang lahan pepaya dari 
pemilik lahan. Orang yang menyewakan menerangkan kepadaa 
pihak penyewa tentang jumlah pohon yang akan disewakan, jenis 
buah yang ada dipohon tersebut, lokasi pohon, serta sifat-sifatnya. 
Penawaran akad sewa-menyewa pohon pepaya bisa berasal dari 
pihak penyewa yakni pihak penyewa menawar kepada pemilik 
pohon untuk menyewa pohonnya selama berapa tahun.
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3. Tahap Peninjauan  
Tahap selanjutnya setelah penawaran adalah tahap 
peninjauan. Peninjauan dilakukan oleh pihak penyewa yaitu 
dengan melihat langsung objek yang akan disewa, agar 
mengetahui kondisi tanaman serta lokasinya. Oleh karena objek 
sewa dalam praktik sewa-menyewa ini adalah buah pepaya, maka 
peninjauan dilakukan pada saat pohon pepaya berbuah sehingga 
dapat mengkalkulasi dan memperhitungkan harga sewanya. 
Tahap peninjauan seperti ini seperti yang dilakukan responden 
yaitu bapak Ujang Salim. 
Peninjauan tetap dilakukan meskipun pada dasarnya pihak 
penyewa telah sedikit banyak mengetahui sifat-sifat tanaman 
yang menjadi objek sewa-menyewa. Peninjauan dilakukan untuk 
                                                             
88
Riswandi (orang yang menyewa lahan), Wawancara, Tanggal 9 Januari 2019  
 lebih memahami kondisi objek sewanya, mengetahui kondisi 
tanamannya serta lokasinya, terutama untuk mengetahui 
kebiasaan berbuah dari tanaman tersebut. Hal ini juga dapat 
menghindarkan dari kesalahpahaman antara orang yang menyewa 
dan penyewa tanaman. 
Akad sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo 
ini biasanya diakadkan bersamaan dengan akad jual beli ditahun 
pertama artinya akad sewa-menyewa diadakan tanaman berbuah 
sehingga pihak penyewa dapat dengan mudah mengkalkulasi dan 
memperhitungkan harga sewanya. Jika akad sewa-menyewa 
diadakan saat tanaman tidak berbuah maka penyewa hanya 
mengkalkulasi dari kebiasaan harga di tahun-tahun sebelumnya 
atau memperkirakan dari jumlah pohon pepaya saja.
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4. Tahap Transaksi 
Tahap transaksi dilakukan setelah tahap penawaran dan 
peninjauan. Tahap transakis biasanya diawali dengan penetapan 
harga, kemudian dilakukan ijab qobul setelah adanya kesepakatan 
antara pemilik pohon dan penyewa. Dalam tahap ini juga 
disepakati hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban setelah proses 
akad hingga sewa-menyewa berakhir.  
Sewa-menyewa di Pekon Sidomulyo, setelah kedua belah 
pihak mengadakan penawaran dan peninjauan. Maka tahap 
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 selanjutnya adalah tahap transaksi. Tahap ini meliputi beberapa 
hal sebagai berikut: 
a. Penetapan harga 
Proses tawar menawar antara kedua belah pihak 
dilakukan terlebih dahulu, kemudian barulah terjadi penetapan 
harga. Dalam prakteknya, penetapan harga sewa-menyewa 
biasanya diadakan bersama akad jual beli. Jika akad sewa-
menyewa diadakan tidak bersamaan dengan akad jual beli, 
maka harga sewa ditetapkan berdasarkan estimasi masing-
masing pihak atau didasarkan pada harga beli di tahun-tahun 
sebelumnya. Harga sewa biasa diserahkan saat transaksi 
ditahun pertama akad sewa-menyewa telah mencapai 
kesepakatan.
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b. Ijab dan Qobul sewa-menyewa  
Cara pelaksanaan sewa-menyewa pohon pepaya tidak 
jauh berbeda dengan pelaksanaan sewa-menyewa pada 
umumnya. Ijab dan Qobul dinyatakan secara lisan dengan 
menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat 
dimengerti oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya 
kesepakatan harga antara kedua belah pihak maka Ijab dan 
qobul ini diadakan.
91
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 c. Hak dan kewajiban sewa-menyewa  
Adaupun hak dan kewajiban sewa-menyewa pohon 
pepaya antara lain: 
1) Orang yang menyewakan berhak menerima imbalan/harga 
sewa atas apa yang disewakan pada saat terjadinya akad di 
awal tahun pertama dimana musim pohon pepaya 
bebrbuah setelah terhitung disewakan. 
2) Perawatan obyek sewa dibebankan kepada pihak penyewa. 
3) Orang yang menyewa berhak atas manfaat obyek sewa. 
Yaitu berhak memetik buah yang dihasilkan pohon pepaya 
tersebut.  
4) Setelah terjadinya kesepakatan, maka orang yang 
menyewakan tidak berhak menarik kembali tanaman yang 
disewakan. Demikian juga penyewa tidak berhak menarik 
kembali uang sewanya. 
5) Bila terjadi bencana/kerugian gagal panen maka hal itu 
menjaditanggung jawab penyewa. 
Menurut kebiasaan di Pekon Sidomulyo, hak dan 
kewajiban ini hanya dinyatakan secara lisan saja dan tidak ada 
kesepakatan secara tertulis. Para pelaku sewa-menyewa 
mendasarkan kesepakatannya pada rasa saling percaya antara 
satu dengan yang lain. Dalam rangka menghindari perselisihan 
 antara kedua belah pihak maka pada tahap ini juga disepakati 
jangka waktu sewa yang dilakukan.
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5. Berakhirnya Akad Sewa-menyewa Pohon Pepaya 
Akad sewa-menyewa menjadi batal atau berakhirnya 
disebabkan berakhirnya masa sewa-menyewa yang telah 
disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan, seperti terjadi bencana yang menyebabkan 
kerusakan tanaman pohon pepaya atau pohon pepaya yang 
menjadi obyek tidak berbuah, maka hal ini tidak dapat 
menyebabkan batalnya akad sewa-menyewa sesuai 
kesepakatan kedua belah pihak. Apabila pihak penyewa 
memperoleh keuntungan besar yang disebabkan banyaknya 
buah maupun kenaikan harganya, maka pihak yang 
menyewakan tidak berhak meminta tambahan uang sewa 
ataupun pembagian keuntungan. Meski demikian jika ada 
diganti rugi maupun pembagian keuntungan, hal itu merupakan 
kemurahan hati dari para pihak berdasarkan inisiatif dan 
kerelaan dari masing-masing pihak.  
Sama halnya denngan yang menyewakan pohon pepaya 
yang memiliki resiko, penyewa juga rentan mengalami 
kerugian. Kerugian yang terjadi menjadi tanggung jawab 
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 penyewa tanaman tanpa berhak meminta uang anti rugi kepada 
orang yang menyewakan tanamn pohon pepaya.
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6. Beberapa Contoh Pelaku Sewa-menyewa Pohon pepaya  
a. Orang yang menyewakan 
1) Bapak Pardi  
Memiliki kebun pohon pepaya ¼ hektar 
menyewakan pohon pepaya pada tahun 2009 hingga 
sekarang. Adapun motivasi awal bapak pardi menyewakan 
tanaman pepayanya pada saat itu untuk membiayai 
perbaikan rumahnya. Pak Pardi menyewakan pohon 
pepayanya seharga Rp. 150 juta per 500 batang pohon 
untuk 3 tahun. Lama penyewaan biasanya disesuaikan 
dengan kesepakatan bersama penyewa. Transaksi diadakan 
pada tahun pertama bersamaaan dengan akad sewa pohon 
pepaya untuk musim buah tahun tersebut. Pada saat itu 
bapak Pardi meminta pada pembeli untuk sekalian 
menyewa tanamanya sampai tiga tahun berikutnya, 
kemudian diadakan negoisasi akad sewa-menyewa untuk 
menentukan harga sewa serta kesepakatan-kesepakatan 
lainnya. Akhirnya disepakati harga sewa disamakan dengan 
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 harga beli pada tahun tersebut dengan uang sewa 
dibayarkan pada tahun itu juga.
94
 
2) Ibu Jainab  
Luas kebun pepaya ibu jainab adalah 1 hektar. Sejak 
tahun 2010 ibu Jainab menyewakan pohon pepayanya 
dengan harga Rp. 100 juta per 2000 batang pohon untuk 1 
tahun. Seperti bapak Pardi, transaksi dilakukan ibu Jainab 
juga disepakati di awal tahun penyewaan yaitu bersamaan 
dengan akad jual beli dimusim berbuah dengan penyerahan 
uang sewa ditahun itu juga.
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Pertimbangan tidak perlu memikirkan nasib 
tanamanya musim mendatang, apapun yang terjadi dengan 
pohon pepaya tersebut sudah menjadi resiko penyewa 
sedangkan uang sudah ditangan menjadi motivasi ibu jainab 
menyewakan pohon pepayanya. Menurut Ibu Jainab 
permintaan akad sewa-menyewa justru datang dari pihak 
penyewa. 
3) Bapak Darwis 
Menyewakan pohon pepaya yang memiliki luas 1/5 
hektar dengan harga Rp. 300 juta per 800 batang dengan 
waktu selama 3 tahun. Bapak Darwis belum lama melakukan 
sewa-menyewa ini, baru pada tahun 2013 ia memulainya 
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 karena uang sewa ditabung guna dijadikan bekal musim 
tanam yang relatif tinggi. Akad sewa-menyewa diadakan 
bersamaan dengan akad jual beli pada musim berbuah tahun 
pertama sedangkan harga sewa dibayarkan bersamaan 
dengan akhir pembyaran harga beli ditahun tersebut. 
Permintaan akad sewa datang dari orang yang 
menyewakan. Bapak Darwis mengaku sangat diuntungkan 
dengan akad tersebut karena beliau tidak susah payah 
mengurus lahan dan sebelum mengenal akad sewa-menyewa 
ketika musim tanam tiba, Bapak Darwis hutang dari tetangga 
atau menggadaikan beberapa barang beharganya. Namun 
kelemahan transaksi tersebut adalah adanya pembayaran 
bunga sedangkan akad sewa-menyewa tidak menimbulkan 
bunga.  
Menurut bapak Darwis penyewa mengaku mengalami 
kerugian karena banyaknya buah pada masa sewa-menewa 
mengalami penurunan drastis sehingga tidak sesuai dengan 
taksiran awal. Meski demikian, pada tahun beriktunya 
penyewa yang sama kembali menyewa tanaman bapak 
Darwis dengan menyewa harga yang relatif lebih murah dari 
harga sebelumnya.
96
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 4) Bapak Samsuri  
Pak Samsuri memiliki kebun pepaya 1 hektar, 
motivasi menyewakan tanaman karena akses jalan kekota 
jauh dan tak ingin ribet mengurus pohon pepaya. Pohon 
pepayanya di sewakan sejak tahun 2010 dengan harga sewa 
Rp. 175 juta per 2000 batang disewakan selama 2 tahun. 
Selain itu permintaan akad datang dari Bapak Darwis dengan 
motivasi untuk menutup biaya pembelian pupuk dimusim 
tanam. Transaksi sewa-menyewa diadakan diawal 
penyewaan bersamaan dengan akad jual beli pada musim 
tesebut. Harga sewa disamakan dengan harga beli dengan 
kesepakatan apapun yang terjadi dikemudian hari baik itu 
berupa kerugian atau untung besar menjadi tanggung jawab 
masing-masing dan tidak berhak meminta pergantian pada 
pihak lain. 
5) Bapak Supriyanto 
Luas kebun pepaya Bapak Supriyanto adalah 1,5 
hektar , sejak tahun 2013 Bapak Supriyanto menyewakan 
pohon pepaya dengan harga 150 juta per 2500 batang untuk 
disewakan selama 1 tahun. Transaksi dilakukan di awal tahun 
penyewaan yaitu bersamaan dengan akad jual beli di musim 
berbuah dengan penyerahan uang sewa ditahun itu juga. 
 Praktek sewa-menyewa tersebut tidak ada bukti tertulis 
hanya mengandalkan kepercayaan kedua belah pihak. 
Bapak Supriyanto tidak memikirkan nasib 
tanamannya apapun yang terjadi pada tanamannya tersebut 
sudah menjadi resiko penyewa sedangkan uang sudah 
ditangan Bapak Supriyanto. Menutut Bapak Supriyanto 
permintaan akad sewa-menyewa justru datang dari pihak 
penyewa.
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b. Orang yang menyewa (penyewa) pohon pepaya berkenaan 
dengan kerugian dan keuntungan selama menyewa tanaman 
pohon pepaya: 
1) Bapak Riswandi 
Sejak tahun 2009 menyewa pohon pepaya. Sewa 
pohon biasanya dilakukakn per 2 tahun, dimana akad dan 
pembayaran dilakukan langsung pada tahun pertama diawal 
setelah tercapainya kesepakatan sewa-menyewa telah 
dilakukan oleh kedua belah pihak. Selama melakukan 
praktek sewa-menyewa bapak Riswandi mengalami 4 kali 
kerugian besar yang disebabkan menurunya jumlah buah. 
Contohnya pada tahun 2015 dengan modal 300 juta namun 
hanya mendapatkan pemasukan 250 juta rupiah. Meskipun 
beberapa kali mengalami kerugian tidak membuat bapak 
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 Riswandi jera menyewa tanaman pohon pepaya karena ketika 
nasib cukup baik keuntungan yang diperoleh cukup besar. 
Keuntungan juga dapa dimaksimalkan dengan memanen 
buah lebih awal ketika dipasaran keberadaan komoditi 
tersebut minim.  
Keuntungan lebih sering diperoleh oleh bapak Hi. 
Riswandi, pada tahun 2014 dengan total modal Rp.300 juta  
Bapak Hi. Riswandi mendapat pemasukan sebesar Rp. 350 
juta. Hal ini karena adanya lonjakan harga buah pepaya yang 
mencapai 20%. 
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2) Bapak Erwin 
Menyewa pohon pepaya telah berlangsung 10 tahun 
sejak tahun 2006 hingga sekarang. Motivasi melakukan 
praktek sewa adalah untuk meningkatkan penghasilan 
kehidupan pribadi. Biasanya Bapak Erwin menyewa untuk 2 
tahun dalam sekali akadnya. Harga sewa disesuaikan dengan 
kesepakatan dan sesuai dengan jumlah pohon pepaya yang 
ada. 
Jika tanaman yang disewa berbuah sesuai prediksi, 
maka keuntungan besar mudah dicapai karena panen awal 
yang dilakukan bisa menaikan harga pepaya. Kendala yang 
sering dialami biasanya adalah hama atau cuacanya, 
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 misalnya hujan yang terlampau sering bunga akan rontok 
atau buah yang masih muda rentan mengalami kerontokan 
dan batang pohon pepaya akan busuk lalu mati dan jika 
panas kemarau yang berkepanjangan juga dapat membuat 
pohon kering dan mati. Namun dalam 10 tahun ini kendala 
tersebut tidak begitu berpengaruh pada hasil panen buah 
pepaya sehingga selalu mendapatkan keuntungan dan belum 
mengalami kerugian.
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3) Bapak Sunar  
Hingga saat ini, sudah lima tahun menyewa pohon 
pepaya. Motivasi Bapak Sunar adalah ingin usaha karena 
bapak Yanto sendiri memiliki kebun pepaya pribadi sehingga 
beliau sudah mengerti dan berani melakukan praktek sewa-
menyewa pohon pepaya, sama seperti Bapak Erwin dan 
Bapak Riswandi, sewa pohon pepaya yang dilakukan Bapak 
Sunar juga dilakukan 2 tahun per akad sewa-menyewa. 
Dalam satu bulan tersebut buah pepaya dapat dipanen 2 kali.  
Dalam sewa-menyewa pohon pepaya Bapak Sunar 
dapat memperoleh keuntungan 40-50 juta rupiah apabila 
cuaca baik, jumlah buah dan harga mendukung. Dalam 5 
tahun Bapak Sunar lebih banyak mengalami keuntungan 
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 daripada kerugian, namun 2 tahun terakhir ini keuntungannya 
sedikit menurun.
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4) Ujang Salim  
Sejak tahun 2012 menyewa pohon pepaya, Bapak 
Ujang salim biasanya menyewa per 2 tahun dimana akad dan 
pembayaran dilakukan langsung pada tahun pertama diawal 
setelah tercapainya kesepakatan sewa-menyewa telah 
dilakukan kedua belah pihak. Selama melakukan praktek 
sewa-menyewa Bapak Ujang salim mengalami kerugian 2 
kali itu terjadi di tahun 2016 dan 2017 dengan modal 200 juta 
namun hanya mendapatkan 175 juta rupiah itu disebabkan 
karena cuaca yang panas berkepanjangan dan hama. 
Meskipun mengalami kerugian 2 kali tidak membuat jera 
Bapak Ujang salim karena tidak ada pilihan pekerjaan lain.
101
  
5) Bapak Herlambang  
Menyewa pohon pepaya telah berlangsung selama 8 
tahun sejak tahun 2010 hingga sekarang. Motivasi Pak 
Herlambang melakukan praktek sewa-menyewa adalah untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya Pak Herlambang 
menyewa untuk 3 tahun dalam sekali akadnya. Harga sewa 
disesuaikan dengan harga pepaya dan jumlah pohon yang 
ada. 
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 Jika tanaman yang disewa subur berbuah sesuai 
perkiraan maka keuntungan yang besar bisa didapatkan Pak 
Herlambang. Kendala dilapangan yang sering dialami 
biasanya adalah cuaca kemarau yang berkepanjangan dan 
hama yang dapat merusak daun, bunga, hingga batang pohon 
pepaya sehingga terjadinya gagal panen. Dalam 8 tahun 
terakhir Pak Herlambang mengalami kerugian hingga 3 kali 
yaitu pada tahun 2013, 2015 dan 2016, selebihnya Bapak 
Herlambang mengalami keuntungan.
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 BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Praktik Sewa-menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan. 
 
Cara pelaksanaan sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon 
Sidomulyo Kecamatan Airananingan, Tanggamus tidak jauh berbeda 
dengan pelaksanaan sewa-menyewa pada umumnya. Sewa-menyewa 
pohon pepaya yang terjadi di Pekon Sidomulyo merupakan suatu akad 
sewa-menyewa terhadap manfaat suatu tanaman untuk diambil buahnya 
dalam beberapa tahun yang telah ditentukan dengan imbalan yang telah 
disepakati. 
 Sewa-menyewa pohon pepaya ini biasa diadakan antara 1 sampai 3 
tahun dimana uang sewa dibayar dimusim pertama.  
 Akad sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo 
Kecamatan Airnaningan, Tanggamus ini biasanya dilakukan bersamaan 
dengan akad jual beli buah pepaya di tahun pertama, artinya akad sewa-
menyewa diadakan disaat pohon berbuah dimana pada saat itu kedua belah 
pihak sepakat untuk mengadakan akad sewa-menyewa. Peninjauan pun 
diadakan saat pohon pepaya berbuah sehingga pihak penyewa dapat 
dengan mudah mengkalkulasi dan memperhitungkan harga sewanya. 
 Setelah kedua belah pihak mengadakan penawaran dan peninjauan 
maka tahap selanjutnya adalah tahap transaksi. Harga ditetapkan setelah 
melalui proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Dalam 
prakteknya, penetapan harga sewa disamakan dengan harga jual beli buah 
pepaya pada saat itu, sedangkan untuk sewa pada selanjutnya harga sewa 
 ditetapkan berdasarkan estimasi masing-masing pihak atau didasarkan 
pada harga sewa di tahun-tahun sebelumnya. Harga sewa biasa diserahkan 
saat transaksi. 
 Ijab dan qobul dinyatakan secara lisan saja tidak ada kesepakatan 
secara tertulis. Kedua belah pihak mendasarkan kesepakatannya pada rasa 
saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam tahap ini juga 
disepakati jangka waktu sewa yang bertujuan menghindari perselisihan 
antara kedua belah pihak. 
 Dalam praktek sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo 
objek sewa yang disyaratkan dapat diserahkan sebagaimana penyerahan 
harga sewa, tidak terpenuhi dalam akad sewa-menyewa pohon pepaya. 
Penyerahan objek sewa ditangguhkan hingga pohon pepaya tersebut 
berbuah. Bersamaan dengan hal itu pemeliharaan tanaman menjadi 
tanggung jawab pihak yang menyewa pohon pepaya.  
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sewa-menyewa Pohon 
pepaya dengan Sistem Tahunan 
 
Dalam urusan muamalah, memperhatikan kebaikan-kebaikan 
manusia adalah sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam dan 
merupakan salah satu asas hukum Islam. Hal ini demi kemaslahatan umat 
manusia. Memberikan manfaat dan meminimalisir kemafsadatan bagi 
manusia. Oleh karena itu Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola 
prilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan 
kemadharatan baik bagi dirinya sendri maupun pihak lain. Al-Syatibi telah 
 menetapkan persyaratan sebagai uji materil dan verifikasi terhadap 
kemaslahatan tersebut, diantaranya:  
1) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intens legislasi dan tidak 
menyalahi prinsip dasar-dasar penetapan hukum Islam.  
2) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya 
berdasarkan asumsi dan spekulasi semata.  
3) Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial 
dan mengeliminasikan kesulitan-kesulitan agama.
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 Dengan demikian diharapkan setiap manusia dapat mengambil 
manfaat antara satu dan yang lain dengan jalan yang sesuai dengan norma-
norma agama tanpa kecurangan dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah 
SWT dalam landasan teori surat An-Nisa ayat 29. 
   َ َ ََ  َ  َ  َ   ََ
َ َ ََ ََََ َ  ََََهللاَ
 ََ  ََ. 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu,Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-nisa (4): 29). 
 
 
Jika dianalisis dalam hukum Islam, maka praktek pembayaran 
dalam sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo tidak 
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 bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah ada kesepakatan antara 
kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, apakah akan dibayar 
dimuka secara cash atau dicicil dan pada umumnya sewa-menyewa di 
Pekon Sidomulyo pembayarannya dilakukan secara cash dengan memakai 
benda yang jelas nilainya, yaitu uang dan kedua belah pihak tidak ada 
unsur pemaksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq tentang 
ijarah yaitu “akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. 
Setiap prilaku manusia tidak terlepas dari motivasi yang melatar 
belakanginya, demikian juga praktek sewa-menyewa pohon pepaya di 
Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus. 
Motivasi para prilaku sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon 
Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus adalah tidak dengan 
keadaan terpaksa, bahkan ada yang menyewakan tanamannya untuk 
kebutuhan tersier mereka. Hanya sedikit dari para prilaku sewa-menyewa 
yang menyewakan pohon pepaya karena desakan kebutuhannya misalnya 
dengan berhutang. Sehingga praktek sewa-menyewa ini tidak sesuai 
dengan kaidah fiqih serta tidak sesuai dengan Surat Al-baqarah ayat 173, 
tentang kebolehan melakukan suatu perkara apabila dalam keadaan 
terpaksa. 
 
 
  َ َ  َ َ  َ  َ  َ َ َ َ
  ََِللاَََ   َ َََ ََ َ  ََََهللاََ
 َََ 
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah,daging babi,dan binatang yang (ketika disembelih) disebut 
nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula 
melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya 
Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.(QS.Al-
Baqarah(2):173). 
 
Praktek sewa-menyewa lazimnya dengan objek sewa yang 
dimanfaatkan dengan sempurna sampai kepada masa yang disepakati, 
serta adanya jaminan keselamatan objek sewa. Syarat ini sangat rentan 
tidak terpenuhi dalam praktek sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon 
Sidomulyo karena manfaat dari tanaman yang disepakati adalah buahnya. 
Dalam pelaksanaan akad sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon 
Sidomulyo adalah dimusim pertama transaksi, dimana biasanya sewa-
menyewa dilaksanakan 1-3 tahun. Penyewa dengan pasti dapat 
memanfaatkan dimusim pertama akad sedangkan untuk selanjutnya 
penyewa harus menunggu hasil berikutnya. Dimana buah dari pohon 
pepaya tersebut belum nampak dan tidak dapat dipastikan apa yang akan 
terjadi dengan pohon pepaya tersebut ditahun mendatang. 
Tidak dapat diketahui pohon pepaya tersebut akan berbuah seperti 
tahun sebelumnya atau malah ada bencana yang dapat merusak pohon 
pepaya tersebut sehingga pohon pepaya tidak berbuah atau buahnya 
 berkurang. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa tidak ada jaminan 
keselamatan objek sewa dalam pemenuhan kemanfaatannya. Jika hal 
seperti bencana yang menyebabkan kerusakan pohon pepaya tersebut itu 
terjadi maka pihak penyewa mengalami kerugian. Maka hal ini tidak 
sesuai dengan syarat sah nya sewa-menyewa yaitu adanya jaminan 
keselamatan objek sewa sampai kepada masa yang disepakati.  
Pelaksanaan sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo 
Kecamatan Airnaningan, Tanggamus menunjukan tingginya unsur 
ketidakpastian dan spekulasi hasil baik bagi orang yang menyewakan 
maupun bagi penyewa. Apabila dalam jangka waktu sewa ternyata di 
musim selanjutnya pohon pepaya tidak berbuah, maka pihak penyewa 
akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan setelah 
akad. Namun jika dalam jangka waktu tersebut buah mengalami kenaikan 
harga, maka pihak yang menyewakn mengalami kerugian. Menurut 
peneliti dalam pelaksanaan praktek sewa-menyewa pohon pepaya ini 
adalah indikasi maisir (judi) dan gharar (penipuan), karena para pelaku 
mempertaruhkan buah pepaya yang menjadi objek sewa. 
Sesuai dengan hadist-hadist yang telah disebutkan pada bab II pula 
tampak jelas larangan menjual buah-buahan sampai sempurna, tampak 
jelas jadinya dan dapat dipastikan keselamatanya sampai dipanen. Jika 
buah yang diakadkan belum pantas dipetik bahkan belum tampak, maka 
akad tersebut mutlak batal. 
 Menurut Hanafi Syafi‟i dan Hambali, yang mengatakan bahwa 
buah merupakan materi tersendiri dari tanaman, bukan merupakan manfaat 
tanaman yang dapat diakadkan sewa-menyewa, maka akad sewa-menyewa 
tanaman di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus tidak 
sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut hasil penelitian sewa-
menyewa tanaman yang tejadi di Pekon Sidomulyo mengandung unsur 
Gharar yang tidak diperbolehkan dalam Islam.  
 
 
 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan 
Setelah melaksanakan penelitian dan penelahaan secara seksama tentang 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Pohon Pepaya 
Dengan Sistem Tahunan (Studi di Pekon Sidomulyo Kecamatan 
Airnaningan, Tangamus.)”, maka saya dapat menyimpulkan sebagai 
berikut:  
1. Praktek sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo diawali 
dengan kesepakatan antara pemilik pohon dan penyewa untuk diambil 
buahnya dalam jangka waktu tertentu yaitu tahunan (1-3 tahun). 
Penyewa menyerahkan uang sewa kepada pemilik pohon pada saat 
musim pertama diawal tahun sewa, dimana harga sewa biasanya 
adalah hasil kalkulasi atau perhitungan berdasarkan keadaan buah dan 
pohon pepaya di awal akad sewa, karena buah musim selanjutnya 
belum tenntu sebaik tahun pertama. Dalam jangka waktu sewa-
menyewa, perawatan menjadi tanggung jawab penyewa pohon pepaya 
tersebut. Jika terjadi kerugian karena tanaman rusak atau tidak berbuah 
maka pihak penyewa tidak berhak meminta ganti rugi atau 
membatalkan akad sewa. Jika buah pepaya berbuah lebat dimusim 
tahun berikutnya atau ada kenaikan harga sehingga penyewa 
memperoleh keuntungan banyak, maka pemilik pohon tidak berhak 
meminta tambahan harga sewa atau bagi untung. 
 2. Praktek sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo Kecamatan 
Airnaningan, Tanggamus tidak memenuhi beberapa syarat dalam akad 
sewa-menyewa. Aspek manfaat obyek sewa yang menjadi inti dari 
sewa-menyewa yaitu buah pepaya, sangat rentan tidak terpenuhi 
karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut akan berbuah 
atau tidak berbuah, berbuah banyak atau sedikit. Sewa-menyewa ini 
tampaknya mengandung unsur Gharar yang dalam hukum Islam 
dilarang keberadaanya karena dapat merugikan salah satu pihak.  
B. Saran 
Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka praktek sewa-menyewa pohon 
pepaya tidak sesuai dengan ketentuan syara’ sangat spekulatif dan dapat 
merugikan salah satu pihak, maka hendaknya para pelaku meninggalkan 
praktek tersebut. Para pelaku dapat berusaha mencari penghidupan lain 
yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa melakukan praktek-praktek yang 
dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain. 
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